AYAYAVAVYAYAVLA FY aF N aF N aF N aF N aF YN i FY LAY AT A Y AT AYLAYLA F aF N aF N aF Y aF N aF Y g FY FY aF N aF N aF N aF N aF YN i FY Lk VLA W LAY LAY LA VLA VLA
Y .Y LY .Y .Y LYLY e G R e i P e e LW LW LW LW LW LY e G R Y Y LY LY LY LYLY

PO00000OCOOOOOOOVLLLLLLOVOOOOLOOCLCOLOOOO000000L

Tl T T AT AT T e, T ol T ol T T T T ol T ol T ol T T T T e, T ol T ol T T T T e Tl T T T T AT

VLA YL YA YA VA YL (WA VLA VLA VLA VA VLAY (VLA WAV LA WA VA VLAY WL VLA "W LA WA WA VLAY (WA VLA VLA VLA VA VLAY WLAYLAYLA VA FAVAY
LAMPUNG|

i ~ILANRI

MAKARTI BHAKTI NAGARI

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

REVITALISASI PENGELOLAAN DATA SPASIAL
GUNA TERWUJUDNYA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG
DALAM RANGKA MEWUIUDKAN &00D0 GOVERNANCE
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN
PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK

Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI LAMPUNG
Oleh: Tahun 2022 Sponsor:
BELLI PAHLUPI, ST, MT Ir. MULYADI IRSAN, MT
(Kepala UPTD Pusdatin Bangda) (Kepala Bappeda Provinsi Lampung)
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LATAR BELAKANG AKSI PERUBAHAN

(BURNING FLATFORM)
PRINSIP:

-
B SATUSTANDAR DATA

Standar yang mengatur metedologi yang
meliputi konsep, definisi, cakupan,
klasifikasi, ukuran dan satuan.

# .. SATU METADATA BAKU

Informasi Terstruktur yang berfungsi untuk
menjelaskan isi dan sumber data sehingga
dapat mudah ditemukan, digunakan, atau
dikelola kembali.

-
B INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau
dibagipakaikan antar sistem yang saling
berinteraksi.

ifj—i“tc_ﬁ'ﬂ‘ REFRENSI DATA

Kode Refrensi dan Data Indukyang tersedia

Data yang dihasilkan harus menggunakan
di Portal Satu Data.

SATU DATA
‘ INDONESIA

iﬁ’ Statistik BPS

£ 0% PEMBINA 12220 Geospasial VT
:"lb DATA :

% Keuangan Negara BPKAD

St Big Data
- —
—t‘-Q Kependudukan

SATU DATA INDONESIA (Perpres 39/2019)
SATU DATA PROVINSI LAMPUNG (Pergub 43/2020)



LATAR BELAKANG AKSI PERUBAHAN (BURNING FLATFORM)

PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF & SPASIAL (THIS)

Tematik: fokus

L
oA Perencanaan Yang
). O didetailkan sampai dengan
Pendekatan perencanaan dilakukan melalui program prioritas

pendekatan Money Follow Programs.
Holistik: pendekatan

% menyeluruh dan
komprehensif (hulu = hilir)

Penguatan dilaksanakan dengan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dengan Wl Integratif:menghubungkan/
. Y : LS = e i
memperhatikan pada: ]1 A mengaitkan antar prqgram
“ untuk mendukung tujuan
( ] % pembangunan
. @ ,\ ,’;90,,;%;'- '(
e 4 e \"_—l/

Perkuatan Pengendalian Berbasis Integrasi Sumber - (‘*"-_ /
Perencanaan dan Perencanaan Kewilayahan Pendanaan \\:/
Penganggaran

.qll i | e i AT HN.a. i




TUGAS POKOK dan FUNGSI
UPTD PUSDATIN BANGDA

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan
Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari
organisasi induknya (Bappeda Provinsi Lampung),
dan pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan
serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan
dan penetapan kebijakan daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pusat
Data dan Informasi Pembangunan Daerah
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada
masyarakat bidang perencanaan pembangunan
daerah.

b. pelaksanaan operasional tugas teknis Bappeda
terkait perencanaan pembangunan daerah; dan

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan pada UPTD.




Menciptakan KEHIDUPAN Yang Religius (agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai

Mewujudkan GOOD GOVERNANCE untuk Meningkatkan Kualitas
dan Pemerataan Pelayanan Publik

Meningkatkan KUALITAS SDM dan Mengembangkan
Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan,
dan Kaum Difabel

VISI 2019-2024

RAKYAT
LAMPUNG
BERJAYA

Kehidupan Masyarakat yang Aman,
Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing
serta Sejahtera

Mengembangkan INFRASTRUKTUR guna
Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas
Wilayah

Membangun Kekuatan EKONOMI MASYARAKAT

Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang
Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

Mewujudkan Pembangunan Daerah
yang BERKELANJUTAN untuk

Kesejahteraan Bersama
ADRNRECNA

PROVINSI LAMPUNG
AN WE - T & W



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNTUK
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (BAPPEDA)

Tasjassnry =

MMewesjudican peerernecanaan dan evaluasi pemiiangunoan daerah yang berkualitas {rmerjaneraby

Pohon Kinerja BAPPEDA

Permendagri 13 Tahun 2006

Sasararmn 1 :

Meningkatmy:a kualitas
PrOOSaesS e FE rCEnraSar

Sasarar 2 -

Meningkatmnya kualitas substarsa
darn Enplermentasi: prernsreCSariaSaEn.

Sasararn 3 -

Moemmngkatnya kapastas
dam kKimarga instamsd

Indikator Sasaran

Peaemnaetapan RMPD Tepat
WJiEakc s

kewenangan yanmng
i = b wrrarurtir clslioures BT

Fersentase Konsistensi
Program/ Kegiatamn REKPLD»

Program Persmncaanasn
Peaembangunan Daaerai

3 Sasaramn

10 Prograrmm

51 Kegiatan

DADRDRBERNA

PROVINSI LAMPUNG
A wWmE . [N 4

ndikator Sasaran

Persentase OPD yamng imndikcator
sasaran Renstranya selaras
dengan indikator sasaran RPJOMD

Fersentass OPD yang imndikkator
sasaran Renja nya selaras dengan
indikator sasaran REKFPD

FPersentase indilkator sasaran
RPJMD yang target tahunanmmnya
tercapai

Pemarintahan dan Paembanguimsn
Manusia

Program Parancanasan Evalusai
HKinarja dan Pengemibamgan
Feaebijakan Pemibamngurean
Infrastnukctur dan PengermiDargan
Wilawah

Prograrmm Pengendalian damn
Evaluasi Rencana Pembamngusrean
Crasrah dan Kabupaten/TH ot

Program Peaengolahan dan Analisis
data PeramncarssSasnm

MMilai SAarlP

-

FProgram P elayasmam
SAudmEaniistrass
Fearkkantoram

Frogram Penngkcatan
Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program FPeaning kcat=amn
HKapasitas Kelaembagaan

Program Perencanaar.
Evaluas: danmn keuamngan,
serta assaet Perangkcat



SATU DATA
INDONESIA

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

SATU DATA SPASIAL PRO | LAMPUNG UNTUK KEBIJAKAN
ENINGKATNYA KUALITAS DAN

t

WABKAN. “’
KEPENTINM DAN TUMPANG

ur koordinat (batas administrasi kewila
untuk perencanaan dan pembangunan serta
b,

(Note: Data Spasial
lokasi/titik tempat, 1
" pelayanan publik. ,

INGKATNYA KETERSEDIAAN INFORMASI GI'EOSP‘SIAL TEMATIK Y.
I EF TU STANDAR, SATU BASIS DATA DALAM

GEOPORTAL UNTUK MENINGKATKAN- PELAYANAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN SATU
PETA (KSP) |

: 4
MENDUKUNG MISI 2: MEWUJUDKAN GOOD G N. UNT,
MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN




. Data spasial yang belum berkualitas dan
belum berlandaskan standar dan tidak
memiliki metadata (KUGI).

2. Data tersebar, sulit untuk mendapatkan,
terkadang harus MoU atau PKS.

3. Sistem database sektoral yang belum
terpadu dan belum terintegrasi, sehingga
belum mencerminkan Satu Data Indonesia
(SDI) Provinsi Lampung.

4. Data spasial yang sulit diakses sehingga
interoperabilitas belum maksimal.

5. Belum adanya pedoman/petunjuk dan/atau
serta belum seragamnya kode referensi

atau data induk (pemerintah pusat)

/

Kondisi Saat Ini

PERPRES 39
TAHUN 2019

S At

Teknologi \A/Kelembagaan
TATA

KELOLA

Regula5| Standar
|:|EI|:| &
Kode Induk Metadata

Interoperabilitas

+ DIPERLUKAN TATA KELOLA DATA YANG BAIK

SDM & crnolevean



GEOPORTAL LAMPUNG

SATU PETA PROVINSI LAMPUNG

Telusuri Semua Data

N ...I i i [ )

KONDISI SAAT INI

Keberadaan Geoportal Provinsi Lampung
untuk menciptakan informasi geospasial
tematik yang telah memiliki satu referensi,

satu standar, satu basis data, dan satu
geoportal sehingga tercapai kebijakan satu
peta.

http://geoportal.lampungprov.go.id
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KONDISI SAAT INI

STATUS SIMPUL JARINGAN PROVINSI LAMPUNG

Status Simpul Jaringan

- Unggul Simpul Jaringan dengan Kinerja tinggi dan berprestasi, ini dapat dilihat dari kualitas data
spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal, simpul jaringan ini didukung dengan kebijakan dan
kelembagaan yang kuat serta SDIM yang handal

Optimal Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional
yang didukung oleh perangkat regulasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditetapkan
oleh Pimpinan

| | Operasional Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Masional,
sudah ada perangkat regulasi kelembagaan namun unit pengelola [ koordinator simpul
jaringan belum ditetapkan oleh Pimpinan

- Berkembang  Simpul Jaringan baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringannya, sudah ada Geoportal
sebagai sarana berbagipakai data spasial, sedangkan untuk perangkat regulasi, kelembagaan
dan juga SDM sedang dalam proses pengembangan

Belum Ada Simpul Jaringan belum mengisi data melalui aplikasi SIMOJANG
Data

a

| @Wﬁ Simpul J@fi@g@ vinsi Lampung
adalah “OPTIMAL”

daf@server Geoportal yang terhubung

-



Kondisi Yang Diharapkan i

STATUS SIMPUL JARINGAN PROVINSI LAMPUNG

/
» Satu Data Spasial Provinsi Lampung Status Simpul Jaringan
> Good Governance untuk PEIayanan Publik | | Unggul Simpul Jaringan dengan Kinerja tinggi dan berprestasi, ini dapat dilihat dari kualitas data
» Perencanaan dan Pembangunan Berkualitas — spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal, simpul jaringan ini didukung dengan kebijakan dan

— kelembagaan yang kuat serta SDM yang handal

Optimal Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Masional
yang didukung oleh perangkat regulasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditetapkan
oleh Pimpinan

Operasional Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional,
sudah ada perangkat regulasi kelembagaan namun unit pengelola / koordinator simpul
jaringan belum ditetapkan oleh Pimpinan

\{ Berkembang  Simpul Jaringan baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringannya, sudah ada Geoportal

sebagai sarana berbagipakai data spasial, sedangkan untuk perangkat regulasi, kelembagaan
dan juga SDM sedang dalam proses pengembangan

7 Belum Ada Simpul Jaringan belum mengisi data melalui aplikasi SIMOJANG
Data

o | ..
_ Status Simpul Jaringan Provinsi Lampung
Peningkatan | ¥ adalah “UNGGUL”

Kualitas dan " dan server Geoportal yang terhubung
Pelayanan Publik =~ ° / ] -

ORI \ \\\\ .




IDENTIFIKASI MASALAH

No
1

Assesment BIG Tahun 2020

Elemen Kebijakan

» Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43
Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung.

» Belum memiliki dokumen Rencana Strategis dan
Roadmap terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Elemen Kelembagaan

» Belum melaksanakan kegiatan forum koordinasi terkait
penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara
berkala.

» Belum memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat
Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam
Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Elemen Teknologi

Secara umum sudah baik dari sisi perangkat lunak, perangkat

keras dan infrastruktur.

Elemen Standar

Umumnya data yang digunakan belum sesuai dengan

standard yang sudah ada. Kelengkapan Metadata masih

kurang.

Elemen Sumberdaya Manusia

Saat ini Lampung belum didukung oleh tenaga ahli dibidang

pemetaan yang cukup.

SATU DATA
‘ INDONESIA
Saran Tindak Lanjut

Perlu dibuat Rencana Strategis dan Roadmap Penyelenggaraan Informasi
Geospasial

a. Perlu melaksanaan forum koordinasi antar unit kerja terkait
penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.

b. Perlu memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan
Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi
Geospasial.

Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam geoportal pada aplikasi yang
ada (cloud pdn, server terpusat).

Penerapan standar pada pembuatan data dan informasi geospasial, melakukan
prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi
metadata disetiap data dan informasi geospasial yang dibuat.

Rekrutmen tenaga ahli yang memang fokus didalam pengelolaan dan
penyelenggaraan Informasi geospasial baik tenaga ahli professional maupun
dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional tertentu (Fungsional Survei
dan Pemetaan) dan program peningkatan kompetensi bidang IG

(pelatihan, beasiswa) dan peningkatan karir.



SATU DATA
‘ INDONESIA

INOVASI PELAYANAN

No Kriteria Inovasi

1  Nilai tambah bagi
organisasi dan
stakeholder

2 Unsur kebaharuan

3  Replikasi

Tindak Lanjut

» memiliki unsur batas administrasi kewilayahan, lokasi, luas, panjang untuk
perencanaan yang berkualitas (RTRW, KLHS, kawasan hutan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan kawasan peruntukan
industri, kawasan pertahanan keamanan, sistem jaringan prasarana jalan dan
jembatan, SDA, sistem jaringan kelistrikan, sistem jaringan gas, kepelabuhan, alur
pelayaran, alur ikan, lokasi aset, dst).

» dapat diinisiasi untuk retribusi (penghasilan negara bukan pajak) atas jasa
pelayanan data dan informasi geospasial.

merupakan inovasi pelayanan data geospasial terbarukan di Provinsi Lampung untuk

Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Good Governace untuk

meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik sebagaimana konsep

perencanaan “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial)

menjadi solusi atas persoalan pelayanan data spasial / informasi geospasial baik

dasar (IGD) maupun tematik (IGT) di Provinsi Lampung yang mengintegrasikan data

statistik dan keuangan.



SATU DATA
‘ INDONESIA

INOVASI PELAYANAN

No
4

Kriteria Inovasi Tindak Lanjut

Penerapan secara  » menjadi kegiatan yang berkelanjutan dengan selalu meng-update data/informasi
berkelanjutan geospasial untuk pelayanan data spasial/geospasial yang berkualitas, efektif,
efisien, responsif dan adanya partisipasi aktif khususnya UPTD Pusat Data dan
Informasi Pembangunan Daerah
» disusun berdasarkan tingkat kepentingan (tingkat skala) dengan berlandaskan
regulasi dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT), sebagai dasar untuk pemberian izin
berusaha (online single submission), dan meminimalisasi tumpang tindih
pemanfaatan lahan.
Sesuai dengan nilai- » Transformasi dari kultur budaya perencanaan berbasis data statistik dan keuangan
nilai organisasi negara menjadi integrasi data spasial/informasi geospasial.
» Memiliki nilai melayani, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



MILESTONES R

No.

Jangka Pendek Waktu
Persiapan dan pembentukan tim kerja 3 hari kerja
e Pertemuan pra tim kerja 1 hari kerja
e Pembentukan dan pertemuan tim kerja 2 hari kerja
Pelaksanaan 50 hari kerja
e Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 10 harikerja
Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial
e focus Grup Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Data Spasial 1 hari kerja
e Sosialisasi SOP ke tim kerja 1 hari kerja
e Restandarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial 35 hari kerja
e Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi 1 hari kerja
Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung
e Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek 2 hari kerja

N

O N N " \“ " ““ " ““ T“" """ T"CTTC"RNRNT"NCT'."N T T"NTTBATEITT

'



MILESTONES

No.

N

No.

Jangka Menengah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Rapat Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan
Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial, meliputi:
Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
Forum Koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Informasi
Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.
Kerja Sama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi
Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal
Provinsi Lampung (cloud, pdn).
Penyusunan Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial
Penyusunan Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial

Rekrutmen tenaga ahli yang fokus dalam bidang pengelolaan dan
penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional)

Jangka Panjang

Rekrutmen tenaga yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan
Informasi geospasial (tenaga ahli profesional, tenag ASN, dukungan tenaga
ASN dengan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan)
Peningkatan kompetensi pegawai bidang IG

Waktu o
2 bulan - 1 tahun RN
Waktu

1 tahun - 5 tahun

\\\
Allnlmuttaaaa



KUADRAN STAKEHOLDER

Kepentingan

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Komisi IV DPRD

Kepala Dinas / Badan / Biro se-Provinsi

Lampung

Perusahaan
Media massa
Masyarakat

LATENTS

APATHETICS

pengaruh

PROMOTERS

Gubernur Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Kkepentingan

DEFENDERS
Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
Kabid-kabid dan Fungsional pada Bappeda
Provinsi Lampung
Kasubbag dan Kasi pada UPTD Pusat Data dan
Informasi Pembangunan Daerah
Para Staf pelaksana

SRR
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# panarar BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolabaratif
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BERJAYA
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OVERVIEW : ELEMEN KEBIJAKAN

¥ LN %%z

\TURAN GUBERNUR LAMPUNG e
GUBERNUR LAMPUNG PR ONGR 41 TAHON 200 hadd
GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
! T
BATU DATA PROVINS! LANPUNO

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
WOMOR : G/ 9& /VLOI/HK/3030
TENTARG

PEMBENTORAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINS! LAMPUNG |

informas Pubiik,

3
S Pemtumn Pemerinsh Nemor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanann Undang Undang Nomar 14 Tahun 2008 ientang

Pembangunan Portal
Geospasial menggunakan
Aplikasi Arc GIS Enterprise

2019

Pergub No 38 Pembangunan
Tahun 2015 Portal Geospasial
Tentang JIGD menggunakan

Aplikasi Palapa

BIG Q

Penyusunan Pergub Satu
Data No 43 Tahun 2020
Provinsi Lampung, SK
Forum Satu Data

Peraturan Penyelenggaraan Jaringan
Informasi Geospasial

“Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Satu Data Provinsi Lampung”’

* Pengumpulan Data Geospasial,
* Penyusunan Basis Data

* Pengembangan Dashbord

* Pelaksanaa Rakor JIGD

*  Penyusunan Roadmap
* Pelaksanaan Forum Data
: Geospasial
© * Peningkatan SDM.
* SOP penyelenggaraan IG
* Pendampingan Simpul
Jaringan Kab/Kota




OVERVIEW : ELEMEN KELEMBAGAAN

PEMBINA DATA

Pembina Data Geospasial
dilaksanakan Bappeda
(Pasal 12 ayat 3)
Tugas :

Memberikan rekomendasi dalam proses
perencanaan data
Melakukan pembinaan penyelenggaraan
Satu Data Provinsi Lampung

PRODUSEN DATA
Produsen Data adalah Perangkat Daerah
(Pasal 1 ayat 28)
Tugas :
Menyampaikan usulan perencanaan data
Menghasilkan data sesuai dengan prinsip
Satu Data Indonesia
Menyampaikan data beserta metadata
kepada Walidata

WALIDATA

Walidata dilaksanakan oleh UPTD Pusdatin
Bangda (Pasal 13 ayat 1)
Tugas :

1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan

oleh Produsen Data

2. Menyebarluaskan data dan metadata
3. Membantu Pembina data dalam membina

produsen data

PENYELENGGARA
SATU DATA

&

WALIDATA PENDUKUNG
Dinas Kominfo dan Statistik sebagai Walidata
Pendukung (Pasal 13 ayat 2)
Tugas :
Mengumpulkan data statistik sektoral yang
disampaikan oleh produsen data
Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan
oleh produsen data
Membantu Pembina data dalam membina
produsen data




OVERVIEW : ELEMEN KELEMBAGAAN KERJASAMA

(/ GUBERNUR LAMPUNG
3 KEPUTUSAN GUBERNUR
LAPAN ITERA LAFAN NOTA KESEPAHAMAN ITERA NOMOR: G/108 /VL.01/HK/2031
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OVERVIEW ¢ ELEMEN TEKNOLOGI  gooportar Provinsi Lampung :

http:/geoportal.lampungprov.go.id
Terkoneksi dg Attps:/portal.ina-sdi.or.id/

Perangkat Lunak Badan Informasi Geospasial
berlisensi :

ArcGIS Desktop 2 unit, ArcGIS Server
1 unit

GEOPORTAL LAMPUNG

SATU PETA PROVINSI LAMPUNG

Telusuri Semua Data

Produsen Data Masuk

Tentang GEOPORTAL  Cari Data  Simpul Jaringan

TENTANG GEOPORTAL LAMPUNG

Perangkat Keras :
* Ruang Server tersendri

e Jumlah Server : 3 unit

* Kapasitas Storage server : 4 (empat) Terabyte

* Bandwith internet untuk data geospasial : 50 Mbps


https://portal.ina-sdi.or.id/

OVERVIEW: ciemen sTANDAR (DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL)

KETERSEDIAAN DATA

IGD (Informasi Geospasial Dasar) :
RBI Skala 1 :10.000, 1: 25.000, 1: 50.000 dan 1 : 250.000

IGT (Informasi Geospasial Tematik) :
RTRW, RZWP3K, KLHS, Peta di Portal KSP, Kesehatan,
Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, Perkebunan, ESDM.

Ketersediaan Data Geospasial Digital

* Format data dalam bentuk
shp, feature class, mapservice, feature
service, web map service
* Peta digital dalam bentuk JPG

Data Raster (Citra Satelit Penginderaan Jauh)

Citra SPOT 6/7, Citra Landsat 8, Citra Pleides

Format Penyimpanan
Database (postgreySQL)
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OVERVIEW: citemen STANDAR (METADATA GEOSPASIAL)

5 0 3 8 0

la Kade Unsur

STANDAR DATA Katalog Unsur Geografi Indonesia -- i
-- Geometri  Skal

I Struktur data geospasial mengacu pada Katalog adalah pemberian kode dan struktur
Unsur Geografi Indonesia (KUGI) (Pasal 7 ayat 2)

kode, penetapan tipe, operasi, atribut, GEOMETRI  KODE SKALA  KODE

.. Titik 2D 01 1:1.000.000 01
asosiasi, dan aturan-aturan caric 20 o 100,000 "
aris . .
pendokumentasian atas unsur yang Poligon 20 03 1:250.000 03
direpresentasikan dalam data geografis ;mfz[; Z: 11:1:;:)? z:
aris =
Poligon 3D 06 1:25.000 06
TERUMBUKARANG _Ar_ e 11:_1:;;';“ E:
50K --> ZCO3O 5 1:2 500 09
1:1.000 10
http://kugi.ina-sdi.orid/
() KUGlI5
0 BATAS WILAYAH detail
g g’é;’igg *Z:'tf””s detall Dalam tahap penyusunan Standar Basis
METADATA & HIDROGRAFI detail Data-dan Metadata dibantu oleh PPIDS
 Metadata geospasial mengacu pada 1SO 19115:2012 D att el U“'Versgi‘j;mggll‘g?_lfggkp‘) dan
I tentang informasi Geografis-Metadata (Pasal 8 ayat 5) £ KEBENCANAAN detail
° : : : 5 LINGKUNGAN TERBANGUN detail
Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai O PERENCANARN detal

metadata (Pasal 20 ayat 3) £ REFERENSI SPASIAL detail
0 TANAH detail

0 TOPONIMI detail

Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam £ TRANSPORTASI detail
03 UTILITAS detail

format shapefile (shp) (Pasal 20 ayat 5) O VEGETAY e



OVERVIEW : EFLEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBUTUHAN

« SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan
formal dan di bidang informasi geospasial

« Pelatihan di bidang Informasi geospasial

« Jabatan fungsional di bidang informasi geospasial
(Surveyor Pemetaan)

« Sertifikat Profesi bidang Informasi Geospasial

Ketersediaan SDM Saat Ini :

SR WNR

Geografi (lorang)
Geodesi (2 orang)

IT (2 orang)

PWK (1 orang)
Komunikasi (1 orang)
Non IG (5 orang)




ISU STRATEGIS

No.

Aspek

Isu Strategis

1.

| Kualitas Dokumen
: FPerencanaan

e o i mmen s

b.

e e e e e e e e

a. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan

Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran

Sinkronisasi dokumen pusat dan daerah

Implementasi pendekatan perancanaan yang holistik,
Integarl, tematik dan Spasial (HITS)

f.

Sy —

|

Terwujudnya sinergi provinsi dan kabupaten/kota

Mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke
dalam perencanaan

Peningkatan kapasitas
kelembagaan
organisasi

a.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum
memenuhi standar manajemen mutu untuk mendukung
tercapainya Reformasi Birokrasi.

C.

Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan
pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;

" Belum optimainya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, |

pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral
dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (T1) yang
tersusun secara sistematis dan akurat;

PROVINSI LAMPUNG
N wWmE . N 4

26



STRATEGI UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA

INTERNAL

STRENGTHS

Lembaga strateg:s
pErencanaan yarg
ireErmaliblh e ar gan
kosordinatd,
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gengan ngkat
pend=kan Sarjana dan
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Komitmen dan elos
kA pegawa yang
hreage;

Sarana dan prasarana
kerga yamng rmeamadai

KEKUATAN

PROVINSI LAMPUNG
N wWmE . N 4

WEAKNESS

= Bealum optsmalkhya
kapasstas, kuahtas,
Kuanbtas dmn
pemerataan SDM dalam
pencapeian fujuan dan
EASArAN Orgarisasi
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= Sistem aphlkas:
PerencCanaan yang
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OPPORTUNITY
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STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi

Lampung Tahun 2019 - 2024

= . ! —
| No. | Tujuan | Sasaran Strategi | Arah Kebijakan
Mewujudkan I 1. Men_lngkainya | Terwujudnya « Meningkatkan No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
: perencanaan | kualitas proses perencanaan koordinasi dan .
. dan evaluasi | perencanaan pembangunan daerah sinergi dengan | Peningkatan s [Peningkatan
| pembangunan pembangunan | yang berkualitas kabupaten/kota monitoring dan pemanfaatan hasil
_ daerah yang daerah. melalui penguatan dan pusat | evaluasi untuk monitoring dan
| berkualitas koordinasi antar » Meningkatkan . mendukung evaluasi untuk
[ (menjawab | berbagai sektor koordinasi intemal | | perencanaan penyusunan
permasalahan | pembangunan dengan PD pembnagunan daerah perencanaan
dan mendorong lingkup | pembangunan
! pencapaian Pemerintah | _daerah
tujuan , Provinsi Lampung | | Pengembangan | = Pengolahan data
pembangunan 2. Meningkatnya | Peningkatan capaian | « Mengembangkan | pemanfaatan dan informasi
daerah). kualitas substansi | pelaksanaan kajian/analisis informasi berbasis . dengan fokus
dan implementasi | pembangunan daerah kebijakan sektoral teknologi informasi . pada data dan
perencanaan, melalui penguatan « Meningkatkan , . e ____informasi Spasial
monitoring dan koordinasi antar koordinasi intermal | | Meningkatnya » Mewujudkan + Peningkatan
evaluasi | berbagai sektor pelakanaan kapasitas dan layanan sarana dan dukungan
pembangunan pembangunan program dengan kinerja instansi prasarana administrasi
daerah. PD lingkup BAPPEDA penunjang perkantoran
Pemerintah perkantoran yang » Peningkatan "
Provinsi Lampung | tepat guna dukungan Sarpras
» Meningkatkan + Peningkatan
kompetensi SDM kapasitas SDM
[ yang lebih « Penyusunan
i berkualitas program dan
kegiatan
; BAPPEDA
i | berbasis kinerja
DADDBECRNA
A wWmE . [N 4




Fusjusanew o
Meswujudican perancanasan dan evaluas pembangunan daerab yang berloualtitas mengawa b pormasalatan dam

ALTERNATIF SOLUSI PENCAPAIAN sy ek et St g
TARGET KINERJA

i ks.lal.:t;:ls. oses Mewkmny%mi dan Sasaren 3 o
";ﬁm;; pernhangp:man fmplomentass perencanaan, monitorng hlmx‘zﬂ:‘w;grﬁ"
diaaraby dan evaluasi pamibangunan dasaeraks
Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 IS S S R e
melalui Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan e e
= e . s : Renja nya selaras dengan indikator Milai SAKIFP
Arah Kebijakan, dijabarkan secara rinci ke S e T casaran RKPOD

Rewsenangan yang diakomodder
RGP D Persentase indiator sasaran RPIMD yang

dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan S0 CarOoe tabmrarye Sorcapa
yang disertai Indikator Kinerja. i ! !

> Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub

Program Parmunjang Unesan
Pamernntahn Daerah

Program Perencanasan,

Ean dan Evaluasi

i i Pe Daerah ?Mﬁwg““ (8 Kegialan & 21 Sub
Kegiatan berpedoman pada Kepmendagri AR rencanaan Fombangunen Dot it 5 2
No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil = e == s Kegatan Perencenaan.
c . . . . munmm dan naa:un F'enmmﬁ han dan m;mn?:]nmnm RPN Ry LM
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran P Sub Regeatany (8 Sub Kegiatan) (2 Sub Kentaten)
tentang Klasifikasi,  Kodefikiasi  dan it Eamacenan Kggietan Koordmas: Ferencanaan Suang Koo gt Caeat
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan P SuS regatan A S E e Aarmirisiras, arans s
{1 Sub Kegsatan)
Bidang Perencanaan Infrestruktur dan Kewilayahan e =% Chaeran
Pg?.lhé:.gwn ﬂ::]rah (B8 Swub Fegistamn) T Euh- Pl esgamtar |
> Bappeda melaksanakan 3 Program, 15 K ;

Perareg ol Duessaly

(5 Scsty Mesgistan)
3 Sasaran

e it Pergsclmmen B ey Ak
Drayorah Penurgarsg Linesan
3 F"rog ranmn

{2 Sub regitatam)

Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, selanjutnya e
perumusan indicator kineja dan targetnya iy

serta pendanaan indikatif.

1 5 Keglatan

[ 1 Perryec 1 acme

POHON KINERJA e

DARRERNA (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) i i D

PROVINSI LAMPUNG
A wWmE . [N 4




